
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

FERATUKAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANTSAST DAN TATA KERJA PEMER1NTAH PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI PRINGSEWU ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia
Nemer 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata kerja Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurui a, perlu mcnctapkan
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Pekon;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peyelenggara Negara Aang Bersih Dan Bebas Dan
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme iLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang^Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);



6. Undang-Ondang Nomar 23 Tahun 2014 tenteng
Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 5679);

7 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nnmor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrate Nomor 1 Tahun 2015
tertnng Pedoman Kewenanfian Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukun Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir denman Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomur 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2015 Nomor 1O);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH PEKON.



BAB I
KETENTUAN LIMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1 . Daerah adalah Kabupatcn Pringsewu.

2- Femerintah Daerah adalah Bupati beserlH pcraiigkat
daerah aebagoi unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3, Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4 . Kccamatan adalah wilayah ketja camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Camat adalah pemimpin dan. koordmator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalarn pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenanguii pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian uni san
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan*

6. Pekon merupakan sebutan lain dari Desa di
Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakat
hukum yang meniiliki batas-batas wilayah yang
berwenarig mengatnr dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Peinetintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pcmcrintahan dan kepentingan masyarakat pekon
setempat dahm sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan
Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara
Pemenntahan Pekon.

9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan olch Ptuieiintali Pekon dan Badan
Hippun Pemekonan dalarm mengatur sena mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati d&lam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

10* Kcwcnangan Pekon adalah kcwenangtui yang dimiJiki
Pek™ metiputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan
pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan
Pekon dan pemberdayaaa masyarakat Pekon
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Pekon,



11. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan I lippun

Pemerintah Pekon dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Hippun Pemekonan untuk menyepakati hal yang
bersilat strategis.

12. Kesepakaran Musyawarah Pekon adalah suatu ha&d
keputusan dari Musyawarah Pekon dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah Pekon yang
ditandatangani oleh Ketua Badan Hippun Pemekonan
dan Kcpala Pekon,

13. Musyawarah Perencaiiaan Pembangunan Pekon atau
yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemcriniali Pekon untuk mcnctapkan prioritas,
program, kegifitan dan kebutuhan pembangunan
Pekon yang didanai oleh anggaran pendapatan dan
belanja Pekon, swadaya masyarakat Pekon dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja dacnah kabupaten.

14. Harlan Hippcm Ptinekofian yang scUnjutnya disebut
EHP merupakan sébutan lain dari Badan
Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerinLalian pekon sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan pekon.

15. Dusun adalah unsur kewilayahan dalam Pekon yang
merupakan lingkungan keija pelaksanaan
pemerintahan pekon.

16. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam. Kabnpaten
Pringsewu;

17. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah
dibahas Han disepakati bersama Badan Hippun
Pemekonan.

18. Pembangunan Pekon adalah upaya pemngkatan
kualitas hidup dan kchidupan untuk eebe&ar
besamya kesejahteraan masyarakat Pekon.

1Q Perencanaan pembangunan Pekon adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Pekon dengan melibatkan Badan Hippun
Pemekonan dan uiisui masyarakat ssccara partisipatlf
guna pemanfaatsn dan pengalokasian sumber daya
Pekon dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
Pekon.

20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengclulactii pembangunan di Pekon dan kawasnn
per-Pekonan yang dikoordinasikan oleh Kepala Pekon
dengan mengedeparkan kebersamaan, kekeluargaan
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusuiamaan perdamaian dan keadilan soaial.



21. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya
mertgembanglcan knuaitdulan dan kesejahtcraan
masyarakat dengan meningkatkan pongetahuan.
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. yang
selanjutnya disingkat APBP, adalah suatu rencana
keuangan tahunan pekon yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan BHP
yang ditetapkan dengan peraturan pemekonan

23. Peraturan Ptmekonan adalah. pcretuiEin
perundang-undangan yang disepakati BHP
bersama Kepala Pekon.

24. Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah
Pekon adalah satu sistem dalam kelembagaan guna
pengaturan tugas dan iungsi serta hubungan kerja.

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH PEKON

Bagian Kcsatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

(1) Organisaoi PemeHntsh Pekon terdiri dan:
a. Kepala Pekon.
b. Perangkat Pekon.

|2) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas:
a. Secretariat Pekon;
b. Pelaksana kewiJayahan; dan
c. PeLaksana teknis.

(3) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berkedudukan sebagai ursur pembantu
Kepala Pekon.

Pasal 3

(1) Sekretariat pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpiii oleh sekrctaris
Pekon don dibantu oleh unsur staf sekretariat

(2) Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling hanyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu
unisan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan
unisan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua)
urusan yaitu urusan mnum dan perencanaan, dan
urusan keuangan.



(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipimpin oleh Kepala urusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana kewüayahan sebagaimana dimaksud dtdam
Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu
Kepala Pekon sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proposionai
antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan
dengan kemampuan keuangan pckon scrta
mcmperhatikan hias wilayah kerja, karakteristik.
geogrsfis. jumlah kepadatan penduduk, serta sarana
prasarana penunjang tugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan pekon,
pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan
kcmasyarakatan pekon dan pemberdayaan
masyarakat pekon.

(4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala
Dusun.

Pasal 5

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala
Pekon sebagai pelaksana tugas opeiuskmal.

(2) Pelaksana teknis sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak tcrdiri atas 3 (tiga) sekai yaitu sekei
pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi
pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi
pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan
pelayanan.

(3) Masing-masing seksi setoagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Hak, Kewajiban dan

LarangaJi

Pasal 6

(1) Kepala Pekon berkedudukan scbagai Kepala
PemerintOLh Pekon yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Pekon.

(2) Kepala Pekon bertagas menyelenggarakan
Pemerintahan Pekon, melaksanakan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pads ayat (2) Kcpakt Pekon mcmiliki fungsi-fungsi
sebagai berikut:
a. menyelpnggarakan Pemerintahan Pekon, seperti

tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di
Pekon, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketenIranian dan kctcrtiban,
metakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti
pembangunan sarana prasarana pekon, dan
pernbangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c. pembinaan kemasyorakatan, seperti pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi
masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakeijaan;

d. pemberdayaan masyarakaL, scpci ti tugas
sosiahsaai dan motivasi masyarakat di hidang
budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahtaga, dan
karang taruna;

e. menjaga hubtmgan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan Jembaga lainnya.

Pasal 7

Dalam naclakaariakim tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6ayat (2), Kepala Pekon berwenang:
a memimpin penyelenfigaraan Pemerintahail Pekon;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Pekon;
c memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan

Aset Pekon;
d. menetapkan Peraturan di Pekon;
e. menetapkan Anggaran Petidapatan. dan Belanja

Pekon; membrna kehidupan masyarakat Pekon;
membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Pekon;

f. membina dan menmgkatkan perekonomian Pekon
serta mengjntegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesor-
hesamya kemakmuran masyarakat Pekon;

g. mengembangkan sumber petidapatan Pekon;
mengusulkan dsn menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Pekon;

h. mengembangkan kehidupan sosial budaya
masyarakat Pekon;

i. memanfaatkan teknologi tepat guna;



mengoordinasikan Pembangunan Pekon secara
partisipaüf;

k. mewakih Pekon di dalarn dan di luar pengadikm atau

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya seauai
dengan ketentuan peraturan perundang-undsngan;
dan

1. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuan peralurmi perundang-undaxigan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2), Kepalo Pekon berhak:
a, mcnguaiilkaji otruktur organisasi dan fata keija

Pemerintah Pekon;
b mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan di

Pekon;
c. uicnerima pcnghasilan tctap setiap bulan, tunjangan,

dan penerimaan lainnya yang sah. serta mendapat
jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan
yang dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban lainnya kepada Perangkat Pekon.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6ayat (2), Kepala Pekon berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Rcpublik Indonesia Tabun 1945, serta
mempert^hanIran dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tanggal
Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakaL Pekon,

c. memeliiiara ketenteiaman dan ketertiban masyarakat
Pekon;

d. menaati dan menegakkan peraturan perurtdang
undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan
gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Pekon yang
akuntabcl, transparan, profesional, efektif dan efisien,
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pcmangku kepentingan di Pekon;

h. menyelenggarakan administrasi PemerinLalian Pekon
yang baik;

L mcngclola keuongan dan aset Pekon;



j. mdaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pekon,

k. menyclcsaikan perselisihan masyarakat di Pekon;
1, mengembangkan per&konomian masyarakat Pekon,

m. memtina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Pekon;

n, memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di Pekcn;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan
mclestarikan lingkungan liidup; dan

p. mcmbcrikan informasi kepada masyarakat Pekon.

Pasal 10

Dalam melaksanakan rugas, kewenangan, hak dan
kewajibon eebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 9 Kepala Pekon wajib:
a, m^nyampaikan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Pekon setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga]
Bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, paling
sedikit memuat:
1. pertanggungjawaban penyelenggaraan

Pemerintahan Pekon;
2. pertanggungjawaben pelaksanaan

pembanguniin,
3. pclaksanaan pcmbinaan kemasyarakatan; dan
4, pelaksanoon pemberdayaan maeyarakat.

b. uiciiyaiupalkan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Pekon pada akhir masa jahatan kepada
Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka
waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa
jabatan, paling sedikit memuat:
1. rLrigkasaii lapoian taliun-tahvm scbclumnya,
2. rencana penyelenggaraan PemermtAhfln Pekon

dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa
masa jabatan;

3. hasd yang dicapai dan yang belutn dicapai; dan
4. hal yang dianggap perln perbaikon.

c. mrmberikan lapoiïui keterangan penyelenggaraan
pemerintahan Pekon setiap akhir tabun anggaran
secara tertulis kepada BHP paling lambat 3 (tigaj
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, paling
sedikit memuat pelakstuiaan PcralLLraji Pemekonan,
dan

d. memberikan dfin/atau menyebarkan Infórmasi
penyelenggaraan pemerintahan Pekon secara tertulis
kepada masyarakat Pekon setiap akhir tahun
anggaran, melalui media informasi yang mudah
diakses oleh macyarakaL



Pasal 11

(1) Kepala Pekon yang tidak melaksanakan kewajiban
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertubs.

(2) Dalam hal sanksi administratii sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) tidak dilaksanokon,
dilakukan tindakan pemherbentian semeUtara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 12

Kepala Pekon dilarangt
a, memgikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri

sendiii, anggota keluarga, pihak lain dan/atau
golongan teitcnlu,

c. TTirt iya!«kgijnakan wewenang, tugas, hak Aan/ atau
kewajïhannya;

d melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekebmpok
masyarakat Pekon;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, mencrima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus crganisasi

terlarang;
L mcrangkap jabatan gebagai ketua dan/atau anggota

RHP, anggota Dewan Perwaülan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Frovmsi
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan
dalam peraturan perundangan-undangan;

k ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja

berturut-turnt teenpa alaaan yang jeias dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

(1) Kepala Pekon yang mHanggat larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.



(2) Dalam hal sanksi administrate sehagaimana
dimaksud pada. ayat (1) tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian semenLara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 14

(1) Sekretans Pekon berkedudukan sebagai unsur
pimpinan Sekretariat Pekon.

(2) Sekretans Pekon bertugas niembaiitu Kepala Pekon
dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pekon mempunyai
fungsi:
a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti lata

naskah, administrasi aurat menyurat, arsip, dan
ekspedisi.

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan
administrasi perangkat pekon, penyediaan
prasarana perangkat pekon dan kantor,
pcnyiapan rapat, pengadmixiistrasion aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

c. melaksanakan urusan keuangan seperti
pengurusan administrasi kcuaiigtui, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verLOkasi arimtnistrasi keuangan dan admnistrasi
penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP,
dan Jembaga pemerintahan pekon lainnya.

d. melakssimkan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 15

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf
sekretanat.

(2) Kepala urusan hertngas membantu Sekretaris Pekon
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan
mempunyai futlgair
a. Kepala urusan tata usaha dan umum rnemiliki

fungsi seperti melaksanakan urusan
ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspcdiai, dan
pertatami administrasi perangkat pekon,
penyediaan prasarana perangkat pekon dan
kantor, penyiapan rapat, pengadmimstrasian aset,
mventarisasi, peijalanan dinas dan pelayanan
umum;



b. Kepala unisan keuangan memiliki fungsi seperti
1aksannkan uiusan kcuangan seperti

pengurusan administrasi keuangan, admimstrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
v^rifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasdan Kepala Pekon, Perangkat Pekun, BHP,
dan Icmbaga pcmerintahan pekon Uinnya;

c. Kepala. uruaan perencanaan memiliki fungsi
mengoordinasikan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja pekon, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, meldkulcari monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 16

(1) Kepala urusan seksi berkedudukan sehagpi unsur
pelaksana teknis.

(2) Kepala urusan seksi bertugas membantu Kepala
Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai
fungsi:
a, Kepala seksi pemcrintahan mempunyat fungsi

melaksanakan manajemen tata praja
Ptmerintaban, menyusun rancangan rrgulasi
Pekon, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan keleutraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya pedindungan masyarakat,
kependudukan, penataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengdoWn Proiil
Pekon;

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi
rnelaksanakan pembangunan «arana prasarana
Pekon, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, dmnuini, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemudaP olahraga dan karang taruna;

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarïan nilai sosiai budaya masyarakat,
keagamaan dan ketenagakerjaan.

Pasal 17

(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan
tugas kewüayahan yang bertugas membantu Kepala
Pekon dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayaL |2) Kepala Dusun memiliki fungsi:



a. pembinaan kebciitraman. dan kctcrtiban,
polairaanaan upaya perlindungsn masyarakat,
mobihtas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah;

b. mengawasi pelaksanaan pcmbangunan di
wilayahnya;

c melaksanakan pernbinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampu.au dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga Iingkungannya;

d. melakukari upaya-upaya pcmberdayoan
mnayarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan,

Pasal 18

Perangkat Pekon dilarang:
a. merugikan kepentingan umun;
b. membuat keputusan yang menguntungkan dm

sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau
golongan tertentu;

c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau
kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e melakukan tindakan meresahkan sekelumpok
masyarakat Pekon;

£ melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menenma
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi

terlarang;
i. merangkap jabatan sebsgai ketua dan/atau anggota

BHP, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Darrah Piovinsi
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan
dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemllihan umum dan/atau pemililian kepala daerah;

k. melanggar sumpali/janji jabatan, dan
1. [H^ninggalkan tugas aclama 60 (enam puluh) han

kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan
tidak dapat dipertanggungawabkan.



Pnsal J9

(1) Pferangkat Pekon yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan
sanksi administrate bempa teguran lisan dan/atau
teguren tertulis,

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhenHan sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IH
JENIS PEKON

Pasal 20

(1) Susunan organiaasi Pemciintah Pekon diaesuaikan
dengan tingkat perkemhangan Pekon yaitu Pekon
Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

(2) Pekon Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan
dan 3 (tiga) seksi.

(3) Pekon Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3
(tiga) seksi.

(4) Pekon Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua)
seksi.

Pasal 21

Klasifikasi jenis Pekon dalam wilayah Kabupaten
Pringsewu ditetapkan dengan Kcputuaan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pekon
bertanggungjawab memimpin dan mengpordinasikan
bawaliannya rn^^ing-masing dan membenkan bimbingan
serta petimpik-petunjuk bagi pdaksanaan tugas
bawahan.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Meuten, Gubemw, Bupati dan Camat wajib melakokan
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan
Pekon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTIJP

Pasal 24

Ragan struktur Organisasi Pemerintah Pekon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagman tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pads tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penernpAtAnnya dakun Berita Daerah Kabupaten
Pringscwu.

DiULapkan di Pringscwu
pada tanggal Jtml ?Q17

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 22 Ainl 20fz

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PK1NGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,
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